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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR: 05 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

IRIGASI
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional dan 
mendukung peningkalan pendapatan petani, perlu meningkatkan 
pengelolaan sistem irigasi; 

b. bahwa sejalan dengan semangat dernokrasi, desentralisasi dan 
kelerbukaan dalam latanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, pertu meningkalkan peran-serta masyarakat dalam 
pengelolaan sistem irigasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru! 
a dan huru! b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan tentang Irigasi. . 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penelapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darural 
Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
lentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selalan sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 
1980 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2643); 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tenlang BUdidaya Tanarnan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1947); 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tenlang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3699); 



5.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 

6.	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 lenlang SUfllber Daya Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4377); , 

7.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembenlukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk 
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4389); 

8.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lanlang Sistern Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor4421); 

9.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba",n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor4844) ; 

10.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Penmbangan 
Keuangan anlara Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 

11.	 Peraluran Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 lentang Pengelolaan 
Kualltas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lambaran Negara 
Republlk IndOnesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomer 4161); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 lentang Irigasl 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4624); 

13.	 Peraluran Menleri Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2006 lentang 
ProsedurPenyusunan ProdukHukum Daerah; 

14.	 Peraluran Menleri Pekerjaan Umum Nomor 301PRTIMI2007 Tahun 
2007 lenlang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan 51s1em 
Irigasi Parlisipalif; 

15.	 Peraluran Menlen Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M12007 Tahun 
20071enlangPedoman Mengenai Komis! {rigasl; 



----

16.	 Peraluran Menteri Pekerjaan Urnurn Nomor 321PRTIMl2007 Tahun 
2007 lenlang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi; . 

17.	 Peraluran Menleri Peke~aan Umum Nomor 33/PRTIM/2007 Tahun 
2007 tenlang Pedoman Pemberdayaan P3NGP3NIP3A ; 

18.	 Peraluran Daerah Kabupalen Lampung Seiatan Nomor 18 Tahun 
2003 lentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupalen Lampung 
Selatan (Lembaran Daerah Kabupalen Lampung Selatan Tahun 2003 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Lampung 
Selalan Nomor 18). 

Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
dan
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah lni yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerinlah Pusal, selanjulnya disebul Pemerintah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerinlahan Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepubllkIndonesia 
Tahun 1945. 

~. 

2.	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerinlah Provinsi Lampung. 

3.	 Daerah adalah Daerah Kabupalen Lampung Selalan. 

4.	 Pemerinlah Daerah adalah Bupati dan Perangkal Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupalen Lampung Selatan. 

5.	 Pemerintah Kabupalen adalah Pemerintah Kabupalen Lampung Selalan. 

6.	 Supati adalah Supali Lampung Selatan. 

7.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjulnya disebul DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyal Daerah Kabupalen Lampung Selalan. 

8.	 Dinas adalah instansi pemerintah kabupalen yang lerkail dengan bidang irigasL 

9.	 Kecamalan adalah Wilayah Ke~a Carnal sebagai Perangkat Daerah Kabupalen. 



10.	 Desa adalah satuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengalur 
dan mengurus kepenlingan masyarakal selempat berdasarKan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada 
didaerah Kabupalen. 

11.	 Air adalah semua air yang terdapat pada. diatas, ataupun dibawah pennukaan lanah, 
lennasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laul yang 
berada didarat. 

12.	 Sumber air adalah lempat atau wadah air ataml dan/atau buatan yang terdapat pada, 
diatas, ataupun di bawah pennukaan tanah. 

13.	 lrigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air lrigasi untuk 
menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi perrnukaan, irigasi raws, irigasi air 
bawah tanah, ingasi pompa, dan irigasi tambak. 

14.	 Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigas'. manajemen irigasi, kelernbagaan 
pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. 

- 15.	 Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang 
dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang dldasarkan waktu, 
jumlah, dan mutu sesuai dengan kebuluhan unluk menunjang pertanian dan 

" keperluan lainnya, 

16.	 Pengaluran air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan 
penggunaan air irigasi. 

17.	 Pembagian air ir;gasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan 
primer dan/atau jaringan sekunder. 

18.	 Pemberian air irigasi adalah kegialan menyalurkan air dengan jumJah lertenlu dari 
jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersler. 

19.	 Penggunaan air irigasi adalah keg/alan memanfaalkan air dan petak tersier unluk 
mengairi lahan pertanian pada saat diperiukan. 

20.	 Pembuangan air irigasi, selanjulnya disebul drainase, adalah pengaliran kelebihan 
air yang sudan tidak dipergunakan lag; pada suatu daerah ingasl tertentu. 

21.	 Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dan satu janngan ingasi. 

22.	 Jaringan iTigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang 
merupakan satu kesatuan yang diperlukan unluk penyediaan, pembagian,

'  pemberian, penggunaan, dan pembuangan air Ingasi. 

23.	 Jaringan irigasi primer adalah bagian dan jaringan irigas; yang terdiri dan bangunan 
utarna, saluran induklprimer, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bag;· 
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

24.	 Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dan jaringan irigasj yang lerdin dan saluran 
sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan 
sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

25.	 Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana 
pelayanan air ;rigas; daJam petak lersier yang lerdiri dari saluran tersier, saluran 
kuarter dan saluran pembuang. boks tersier, boks kuar1er, serta bangunan 
pelengkapnya. 



26.	 Jarlngan irigasl desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oJeh 
masyarakat desa atau pemerintah desa. 

27.	 Petak tersier adalah kumpulan pelak sawah yang merupakan kesatuan dan 
mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier. 

28.	 Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas' hidrogeologis, 
tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan 
pelepasan air tanah berlangsung. 

29.	 Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal darl air tanah, 
mulai dari sumur dan instaiasl pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah 
termasuk bangunan di dalamnya. 

30.	 Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jalingan irigasi air lanah yang 
dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi. 

31.	 Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak daJam bidang 
pertanian, baik yang telah tergabung dalarn organisasi perkumpulan petani pemakai 
air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkurnpulan--, 
petani pemakai air. 

". 32.	 Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan 
pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petanl pemakai air daiam suatu daerah 
pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pernakal air sendiri secara demokratis, 
lermasuk lembaga lokal pengelola irigasi. 

33.	 Gabungan patani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah keJembagaan 
sejumlah P3A yang bersepakat bekena sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan 
irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau 
satu daerah irigasi. 

34.	 Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah 
kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekeJja sama untuk memanfaatkan 
air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa 
blok primer, atau satu daerah irigasi. 

35.	 Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil 
pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah 
irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupatenlkota. 

36.	 Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan 
antar perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerinlah atau pemerinlah daerah 
serta pemakai jaringan irigasi untuk kepentingan lainnya, dalam rangka pengelolaan 
irigasi yang jaringannya berfungsi Multiguna pada suatu daerah irigasi yang 
dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama. 

37.	 Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) adalah tenagalslaf dari pemerintah yang 
bertugas di lapangan yang terdili dari unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur 
lamnya dari pemerintah kecamatan alau desa. 

38.	 Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai alau 
mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian. 

39.	 Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari 
sumber air untuk kepentingan pertanian. 



40.	 Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan 
air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian. 

41.	 Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan iaringan irigasi baru dan/atau 
peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. 

42.	 Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh keglatan penyediaan 1aringan irigasi 
diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. 

43.	 Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningka\kan lungsi dan kondisi 
jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada 
jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi 
lingkungan daerah irigasi. 

44.	 Pengeloiaan jaringan irigasi adalah kegia\an yang meliputi operasi, pemeliharaan, 
dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. 

45.	 Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, 
tennasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana 
tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, 
melaksanakan kalibrasi pinlu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan 
mengevaluasi.

'-. .-

46.	 Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan 
irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan 
operasi dan mempertahankan kelestariannya. 

47.	 Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna 
mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. 

48.	 Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk 
perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem iligasi guna mencapai tingkat 
pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna 
jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin. 

49.	 Profil sosio-ekonomi, teknik, dan kelembagaan yang selanjutnya disebut PSETK 
adalah analisis dan gambaran keadaan sosial-ekonornl, teknis, dan kelembagaan 
yang terdapat pada satu atau sebagian daerah irigasi dalam kurun waklu terten!u. 

50.	 Pengembangan dan pengelolaan irigasi parlisipa\il adalah penyelenggaraan irigasi 
berbasis peranserta petanisejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan 
keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, pembangunan, 
peningkatan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi, pengamanan dan konservasi. 

BABII 
AZAS, MAKSUD. DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1)	 Irigasi diselenggarakan berdasarl<an asas demokratis, go\ong- royong, transparan, 
mandiri dan mempertimbangkan laktor - laklor sosial, sumber daya alam, budaya, 
ekonomi, teknis, dan keJembagaan. 

(2)	 lrigasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan 
produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan 
kepentingan yang lain. 



(3)	 Irigasi diselenggarakan dengan lujuan untuk mewujudkan pemanfaalan air secara . 
menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran masyarakat, khususnya pelani. 

, 
BAB III 

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN 
SISTEM IRIGASI 

Bag;an Kesatu
 
Pengembangan dan Pengololaan Sistem lrigasl
 

Pasal3
 

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta 
masyarakat petani melalui P3A sebagai pengambil kepulusan dan pelaku utarna dalam 
pengelolaan irigasi yang menjadi langgungjawabnya. 

Bagian Kedua 
Prinsip Penyolenggaraan PPSIP 

Pasal4 

(1)	 Untuk menjamin lerselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien, efeldif dan 
berkelanjutan serta memberikan manlaat yang sebesar-basamya kepada 
masyarakat petanl, dilakukan dengan mengoplimalkan pernanfaatan air permukaan 
dan air bawah tanah secara terpaau. 

(2)	 Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dilaksanakan dengan prinsip eatu sistem irigasi yang merupakan satu kesaluan 
pengelolaan, dengan mempertlalikan kepenlingan pengguna di bagian hulu, langah 
dan hilir secara berimbang. 

(3)	 Penyelenggaraan pengelolaan trigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak 
yang berkepenlingan, agar dapal dicapai pemanfaalan jaringan irigasi yang optimal. 

BAB IV
 
KELEMBAGAAN PEIIGELOLAAN IRIGASI
 

Baglan Kasalu
 
Maksud dan lujua. pembentukan KPI
 

PasalS
 

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibenluk dengan maksud dan lujuan unluk mewujudkan 
lertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakal. 



Baglan Kedua 
Unsur-Unsur KPI 

Pasal6 

Kelembagaan pengelolaan ingasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 roelipuli inslansi 
pemerintah kabupalen yang membidangi ingasi, Perkumpulan Pelani Pemakai Air, dan 
Komisi lrigasi. 

Baglan Keliga
 
Instansl Pemerlnlah Kabupalen Bidang Irigasl
 

Pasal7
 

(1)	 Pernertntah kabuoaten wajib membentuk instansi teknls yang membidangi irigasi. 

(2)	 Unluk mewujudkan pengelolaan sislem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diupayakan kelerpaduan dan keserasian hubungan dan lindakan pada instansi 
pemerintah. 

Baglan Keempal
 
Perkumpulan Pelanl Pemakal Air
 

Pasal8
 

(1)	 Perkumpulan Petani Pemakai Air wajib dibenluk oleh dan untuk petanl pemakai air 
secara demokraUs pada setiap daerah tayananfpetak tersier atau desa. 

(2)	 Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayal (1) daoat 
membenluk Gabungan Perkumpulan Pelani Pemakai Air pada daerah Jayanan/blok 
sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasl. 

(3)	 Gabungan Perkumpulan Pel"ni Pernakai Air sebagaimana dirnaksud pada ayal (2) 
dapat membenluk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah Jayanan/blok 
primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. 

(4)	 Tata cara Pernbentukan Perkumpulan Petani Pernakai Air sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1), (2) dan (3) akan dlatur lebih lanjut dengan Peraluran Bupati, 

Baglan KeJima
 
Komlsllrlgasi
 

Pasal9
 

(1)	 Unluk rnewujudkan kelerpaduan pengembangan dan pengelolaan sislern Irigasi 
dalam rangka pemenuhan air irigasi, bupali membentuk komisi irigasj kabupalen. 

(2)	 Komisi irigasi kaoupaten berada di bawah serta berlanggungjawab langsung kepada 
bupati dan berkedudukan di ibukota kabupalen. 



(3)	 Bupall sesual kewenangannya menelapkan susunan anggota, tungsl dan lugas 
kornlsi irigasi kabupaten. 

(4)	 Kornisi Irigasl kaoioaten beranggolakan unsur pemerintah kabupaten, unsur 
perkumpulan petani pemakai air, unsur kelompok pengguna jaringal") irigasi lainnya, 
dengan prinsip keanggolaan proporslonal dan keterwakilan daerah irigasi hulu, 
lengah, hilir dan iuas daerah irigasi. 

(5)	 Komisl Irlgasl Kabupalen membanlu Bupali dengan lugas : 
a.	 Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan 

rungsi irigasi ; 
b.	 Merumuskan pola dan rencana tala pangan pada daerah irigasi dalam 

Kabupalen; 
c.	 Merumuskan rencana Tahunan Penyediaan air irigasi : 
d.	 Merumuskan rencana Tahunan Pembagian dan Pemberian air irigasi bagi 

Pertanian dan keperluan lainnya ; 
e.	 Merekomendasikan prioritas alokasl dana pengelolaan Ingasi ;dan 
f.	 Memberikan Pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi. 

(6)	 membuat kebijakan dalam penlngkalan jarlngan irlgasi, pengelolaan jaringan jrigasi, 
pengelolaan aset irigasi, panqaturan air irigasi, keberlanjutan sistem irigasi dan 
pelaporan. 

(7)	 Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah Irigasi yang jaringan utamanya 
berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi. 

BABV
 
WEWENANGDANTANGGUNGJAWAB
 

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
 

Bagian Kesatu
 
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten
 

Pasal10 

Wewenang dan tanggung jawab Pemerinlah kabupaten melipuli : 

a.	 Menetapkan kebljakan Kabupalen dalam pengembangan dan pengelolaan 5islem 
Irigasi berdasarkan kebijakan Kabupalen dalam pengembangan dan pengelolaan 
Sistern lrigasi Nasional dan Provinsl dengan memperhalikan kepenlingan sekitarnya; 

b.	 melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi 
dalam kabupaten; 

c.	 melaksanakan pengelolaan sistern irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi 
dalarn kabupaten yang luasnya kurang dan 1.000 ha; 

d.	 memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupalen unluk 
keperluan irigasi; 

e.	 menjaga etektivltas, eflsiensi, dan kelertiban pelaksanaan pengembangan sistem 
irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasl yang utuh datam kabupaten: 

f.	 rnenjaga efektivitas. eflsiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi 



primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupalen yang luasnya kurang dari 1.000 
ha; 

g. mem!asilitasi penyelesaian sengkela anlar daerah irigasi yang bsrada dalarn 
kabupaten dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; 

h.	 memberikan bantuan kepada masyarakal petani dalam peng~mbangan dan 
pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas 
pennintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; 

i.	 membentuk komisi irigasi kabupaten; 
j.	 melaksanakan pemberdayaan perl<umpulan petaru pemakai air; 
k.	 memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, danlatau pembongkaran 

bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam 
kabupaten. 

Bagian Kedua
 
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerinlah Desa
 

Pasall1
 

Wewenang dan tanggung jawab pemenntah desa melipuli: 

a.	 melaksanakan peningkatan dan pengelolaan slstern irigasi yang dibangun oleh 
pemerintah desa; 

b.	 menjaga efektivitas, efisiensi. dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi 
pada daerah irigasi yang dibangun oleh pernerintah desa; dan 

c.	 menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistern irigasi 
pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemenntah desa. 

Bagian Ketiga 
Wewenang dan Tan99un9 Jawab Petani 

Paaal12 

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi meliputi: 

a.	 melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sislem ingasi lersier; 

b. menjaga efeklivilas, efisiensl, dan kelertiban pelaksanaan pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi tersieryang menjadi tanggungjawabnya; dan 

C.	 memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan. pengubahan, danlatau 
pembongkaran bangunan danlatau saluran irigasi pada jaringan ingasi lersier 
berdasarkan pendekalan partisipalif. 



BABVI
 
KERJASAMA DAlAM PPSIP
 

Baglan Kesatu
 
Kerjasama Kabupaten dengan Provlnfii/Pemerintah 

, 
Pasal13 

(1)	 Pemerinlah kabupaten dapat saling bekerjasama dengan pemerintah dan pemerinlah 
provinsl dalam pengembangan dan pengelalaan jaringan irigasi primer dan sekuncer 
alas dasar kesepakatan sesuai dengan peraluran perundang-undangan. 

(2)	 Dalam hal pemerintah kabupaten belurn dapat melaksanakan sebagian 
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Pasa! 10 hUNf b dan c , pemerintah 
kabupaten akan menyerahkan wewenang tersebut kepada pernerintah pravinsi . 

(3)	 Wewenang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
pelaksanaan pembangunan, peningkalan, atau rehabililasi sistem irigasi. 

----
(4) Petaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Kabupaten lampung 
Selatan kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan ketidakmampuan 
leknis danlatau finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Bagian Kedua
 
Kerjasama P3A
 

Pasal14
 

(1)	 HUbungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan 
pengelalaan sistem irigasi bersitat koordinalit dan konsullalit sesuai dengan 
tanggung jawab masing-masing. 

(2)	 Hubungan P3NGP3N1P3A dengan pemerinlah kabupaten bersifal tungsianal 
dan/atau konsultatif. 

(3)	 Hubungan P3NGP3NIP3A dengan lembaga Non Pernenntah bersifal kooperatif 
dan konsultatit. 

(4)	 HUbungan P3NGP3NIP3A dengan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayal (2) meliputi: 

a.	 pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada 
P3NGP3N1P3A atas dasar perminlaan P3NGP3NIP3A; 

b. pemberian bimbingan teknis perlanian kepada P3AJGP3NIP3A; 
c.	 partisipasi dalam peJaksanaan evaluasl pengelolaan aset pemerintah kabupaten; 

dan 
d.	 penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi 

jaringan irigasi sesuai dengan ketersediaan dana pemerintah kabupalen. 



(5) HUbungan P3NGP3A11P3A dengan lembaga Non Pemerinlah sebagaimana 
dimaksud pada ayal (3) dilakukan dalam hal rnendapatkan banluan serta fasililas; 
yang tidak mengikal. 

(6) Hubungan ke~a P3NGP3N1P3A dengan komisi irigasi dilakukan unlyk menyaluJl<an 
aspirasi dan rnernperjuangkan hak P3NGP3NIP3A dalam pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi serta untuk menyalurkan usaha pertanian sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

BAS VII 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Baglan Kesalu 
Prinsip..prinsip ParUsipasl 

Pasal 15 

(1) Pengembangan dan pengelolaan sislem irigasi yang bertujuan unluk mewujudkan 
kemanfaalan air dalam bidang pertanian diselenggarakan secara partisipatif dan 

--- pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran-serta masyarakat 
pelani/P3NGP3A11P3A. 

(2) P3A mempunyai hak dan langgungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi tersier. 

(3) Partisipasi masyarakal pelanilP3NGP3NIP3A dalam kegialan pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasaJl<an prlnsip: 

a. sukarela dengan berdasaJl<an hasil musyawarah dan rnufakat; 
b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonorni, soslal, dan budaya masyarakat 

pelanilP3NGP3NIP3A di daerah irigasi yang bersangkulan; dan 
c. bukan bertujuan unluk mencari keunlungan. 

(4) Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan 
sekunder, pemerinlah kabupalen sesuai dengan wewenang dan langgung jawabnya 
membuka kesernpatan seluas-Iuasnya, serta mendorong masyarakal 
pelanilP3NGP3N IP3A unluk berpartisipas! dalam pekerjaan lertenlu sasua! dengan 
semangat kemitraan dan kemandirian. 

(5) Partisipasi masyarakal pelanilP3NGP3NIP3A sebagaimana dimaksud pada ayal (4) 
dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memilHd, rasa tanggung jawab, serta 
meningkatkan kemampuan masyarakal pelani/P3NGP3NIP3A dalam rangka 
mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. 

Bagian Kedua 
BenlUk Partisipasl 

Pasal16 

(1) Partisipasi masyarakal pelanilP3NGP3A11P3A dalam kegialan pengembangan dan 
pengelotaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awaJ, pellgambilan 



(2) 

keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, 
pemeliharaan, dan rehabilitasi. 
Partisipasi rnasyarakat petanUP3NGP3NIP3A sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dapat diwujudkan dalam benluk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, 
material, dan dana. , 

Bagian Keliga 
Partisipasl Da/am Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi 

Pasal 17 

(1) Seniuk partisipasl P3NGP3N1P3A dalam peningkalan jaringan irigasi dilaksanakan 
pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstrukai, 
operasi danpemeliharaan. 

(2) Sentuk partisipasi P3NGP3N1P3A dalarn tahap 
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan detem bentuk : 

perencanaan sebagaimana 

a. memberi masukan, sanggahan dan usulan dalam 
desain dan studi kelayakan melalui konsultasi publik; 

b. menyepakati hasil konsultasi publik. 

proses survei, investigasi, 

(3) Sentuk partisipasi P3NGP3NIP3A dalam tahap pembebasan lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : 

a. memberikan informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak alas tanah, 
bangunan, tanaman, benda lain karena adan,;a pembangunan jaringan irigasi; 

b. memberikan informasi adanya hak ulayalladal; 
c. mendampingi tim survei lapangan; 
d. masyarakal petanl secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa 

pelepasan hak miliknya tanpa meminta ganli kerugian. 

(4) Seniuk partisipasi P3NGP3N1P3A dalam pelaksanaan 
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalarn bentuk : 

konstruksi sebagaimana 

---
a. dapat ambil bag ian melaksanakan pekerjaan swakelola berdasarkan nota 

kesepahaman yang dilandatangani oleh penanggungjawab keqlatan dan wakil 
masyarakallP3NGP3NIP3A sesuai kebutuhan dan kemampuannya; 

b. melakukan ke~asama dengan penyedia jasa konstruksi unluk pekerjaan yang 
dilaksanakan secara konlraklual berdasarkan kesepakalan kerjasama dengan 
penanggungjawab kegiatan dengan P3NGP3NIP3A danlalau dengan konlraklor. 

(5) Seniuk partisipasi P3NGP3NIP3A dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan 
pemeliharaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam benluk 
mengamati, meneliti danmelaporkan kejadian pada jaringan irigasi, seperti terjadinya 
kebocoran, lonqsor, banjir, dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada 
penanggungjawab kegialan. 



Bagian keempat 
Partislpasl Dalam Kegialan Operasl Jarlngan Irigasl 

Pasal18 

, 
(1)	 Da/am rangka pelaksanaan keqiatan operas! jaringan irigasi, P3A1GP3A1IP3A pada 

daerah irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana lala lanam beserta air yang 
dibutunkan kepada bupali seeara be~enjang melalui dinas terkalt. 

(2)	 P3A1GP3A/1P3A dalam pelaksanaan kegialan operasl jaringan irigasl sebagaimana 
dimaksud pada ayal (1) dapal berpartisipasi dalam: 

a.	 pengajuan usulan rencana tata tanam; 
b. pengajuan kebuluhan air; 
c.	 memberikan masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola 

lanam, pengubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberianJpembagian 
air dalam hal teriadi perubahan kelersediaan air pada sumber air. 

Baglan kelima
 
Partlslpasl Dalam Kegialan Pemeliha,aan Jaringan Irigasi
 

Pasal19
 

(1)	 Masyarakal pelanilP3A1GP3A1IP3A di daerah irigasi yang bersangkulan dapal 
berpartisipasi dalam kegialan penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebuluhan 
biaya, dan pelaksanaan pekerjaan pemellharaan jaringan irigasi primer dan 
sekunder. 

(2)	 Partisipasi dalam penelusuran jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
meliputi penyampaian usulan priaritas pekerjaan dan eara pelaksanaan pekeljaan. 

(3)	 Dalam penyusunan kebuluhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
masyarakat pelaniIP3A1GP3A1IP3A dapal berpartisipasi membanlu pembiayaan 
pekenaan yang akan dUaksanakan dengan eara swakelola berupa material dan dana. 

Baglan keenam 
Partisipasi Dalam Kegialan Rehabililasi Jaringan Irlgasi 

Pasal20 

(1)	 Partisipasi P3A1GP3AlIP3A dalam kegialan rehabilitasi jaflngan irigasi meliputi 
keg/alan pada lahap pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan. 

(2)	 Bentuk partisipasi P3A1GP3A1IP3A dalam pelaksanaan kegialan rehabilitasi jaringan 
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapal dilakukan dengan cara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayal (4). 



(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6)
 

Bagian kelujuh 
Mekanisme Partlsipasl 

Pasal21 

• 
Mekanisme parlisipasi masyarakatlP3A1GP3AllP3A dalam pelaksanaan kegialan 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dibangun dan saling 
percaya. saling membutuhkan. dan saling peduli diantara berbagai pihak lerkail 
irigasi dari aspek teknis dan sosial dalam semua tahap kegiatan sejak perencanaan. 
pelaksanaan, dan pemanfaatan termasuk monitoring danevaluasi. 

Mekanisme sebagaimana dlmaksuo pada ayal (1) akan diatur lebih lanjul dengan 
pelunjuk leknis oleh dinaslinstansi yang rnernbidanqi sumber daya air. 

Bagian kedelapan
 
Peringkat Partlsipasl P3A1GP3A11P3A dalam Operasl dan Pemeliharasn
 

Jarlngan Irlg881 PrI,ner dan Sekunder
 

Pasal22 

Peringkal partlsipasl P3AlGP3A11P3A dilihal dari lolak ukur dalam penyelenggaraan 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder. 

Pengukuran peringkal parlisipasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) 
dikelompokkan : 
a. peringkal parlisipasi I sebagai pemula; 
b. peringkal parlisipasi II sebagai Madya; 
c. peringkal partisipasi III sebagai Maju;dan 
d. peringkal partisipasi IV sebagai Mandiri; 

Parameter peringkai parlisipasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diletapkan 
dengan Pemilihan lndikator dan parameter yang bertolak dan sandi partisipasl 
P3A1GP3A1IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan Irigas; 
primer dan sekunder. 

Berdasarl<an peringkal part;sipasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dltetapkan 
besaran kontribusl P3A1GP3AlIP3A dan dukungan fasililas yang diberikan oleh 
pemerintah kabupaten kepada P3AlGP3A1IP3A dalam penyelenggaraan operasi dan 
pemeliharaan jaringan lrigasj primer dan sekunder sebaqai berikul : 
a. Peringkall : kontribusi 10 % AKNPI dukungan fasilitas gO % AKNPI; 
b. Peringkalll : konlribusi 20 % AKNPI dUkungan fasilitas 80 % AKNPI; 
c. Peringkalill : konlribusi 30 % AKNPI dUkungan fasilitas 70 % AKNPI; dan 
d. Peringkal IV: konlribusi 50 % AKNPI dukungan fasililas 50 % AKNPI. 

Petuniuk leknis sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sampal dengan (5) dialur lebih 
lanjul dalam dalam Peraluran -Supali. 



BAB VIII
 
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR
 

Bagian Kesatu 
Fasilita.1 dalam pemberdayaan P3AJGP3AJIP3A , 

Pasal23 

(1)	 Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap 
pemberdayaan P3A1GP3A1IP3A. 

(2)	 Tanggung jawab pemerinlah kabupaten melipuli: 

a.	 perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan P3A1GP3A1IP3A 
berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi; 

b.	 penvusunan petunjuk pelaksanaanlpetunjuk teknis pemberdayaan 
P3AlGP3A1IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan 
pedoman/kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; 

c.	 pemberian bantuan teknis dan pembiayaan; 
d.	 penyediaan Tenaga Pendamping Pelani (TPP); dan 
e.	 pelaksanaan pelatihan dan peningkalan kemampuan Sumber Daya Manusia yang 

terlibat dalam pemberdayaan P3A1GP3AlIP3A. 

Bagian Kedua
 
Prinsip Pemberdayaan
 

Pasal24
 

(1)	 Pemberdayaan P3AlGP3AJIP3A dilakukan secara berkelanjulan sesuai dengan 
ling kat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan 
pengembangan dan pengelolaan sistem irtgasi secara terkoordinasi oleh inslansi 
terkail dikabupalen. 

(2)	 Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diarahkan unluk memandirikan 
organisasi sehingga dapal berperan aklif dalam kegialan pengembangan dan 
pengelolaan sislem irigasi. 

(3)	 Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan melalui penguatan 
yang melipuli: 

a.	 pembenlukan organisasi sampai berslalus badan hukum, hak dan kewajiban 
anggola, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya, dan langgung 
jawab pengelolaan irigasi diwilayah ke~anya; 

b.	 kemampuan leknis pengelolaan irtgasi dan leknis usaha tani; dan 
c.	 kemampuan pengelolaan keuangan dalam upaya mengurangi kelerganlungan 

dari pihak lain. 

Baglan Ketlga
 
Metode Pemberdayaan
 

Pasal25
 

Pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan organisasi petani pemakai air. 



Pasal26 

(1)	 Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 dilakukan melalui metode 
lapangan dan klasikal. , 

(2)	 Metode sebagaimana dlrnaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistemalis dan 
terus menerus, antara lain melalui: 

a.	 sosialisasi: 
b.	 rnotivasl: 
c.	 kunjungan lapangan; 
d.	 pertemuan berkaJa; 
e.	 fasilisitasi; 
f.	 studi banding; 
g.	 birnbingan teknis; 
h.	 pendidikan dan latihan: dan 
i.	 pendampingan. 

(3)	 Metode pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan setempatdari hasil profil scslo-ekcncrnt, teknik, 
kelembagaan serta hasil pernantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara 
berkala. 

Pasal27 

(1)	 Unit kerja pada pemerinlah kabupalen yang mempunyai fungsi pemberdayaan 
rnelaksanakan pemberdayaan P3A1GP3A11P3A secara sislemalis dan berkelanjutan. 

(2)	 Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli pemberian bantuan 
teknis dan pembiayaan. 

(3)	 Kegialan pemberdayaan P3A1GP3AlIP3A dilaksanakan oleh: 

3.	 Petugas pemandu lapangan; 
b.	 tenaga pendamping petani; dan 
c.	 unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis, dan keuangan 

sesuai dengan kebutuhan. 

(4)	 KeJompok pemandu lapangan sebagaimana dirnaksud pada ayal (3) hum! a 
merupakan tenaga dari pernenntah kabupalen yang bertugas dilapangan yang lerdiri 
atas unsur pertanian, unsur pengairanlsumber daya air, dan unsur Jain dari 
kecamalan/desa yang mempunyai lugas pokok memfasililasi program 
pemberdayaan P3A1GP3AlIP3A. 

(5)	 Tenaga pendamping petanl sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf b 
mempunyai fungsi dan peran sebagai motivator, mediator, dan fasilitalor yang 
diperlukan hanya salama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan. 



Bagian Keempal
 
Mekanisme Pemberdayaan
 

Pasal28
 

(1)	 Mekanisme pemberdayaan P3AlGP3A1IP3A lerdiri atas beberapa tahap yang 
rneliputi: 
a.	 persiapan; 
b.	 petaksanaan; dan 
c.	 pemantauan dan evaluasi. 

(2)	 Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a melipuli: 

a.	 penyelenggaraan sosialisasi yang disarnpaikan oleh pemerinlah kabupalen 
kepada pejabat dan masyarakal serta pengurus P3AlGP3A1IP3A; 

b.	 penyusunan Profil Sosio-Ekonomi Teknis dan Kelembagaan oleh P3A1GP3A1IP3A 
yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pemandu lapangan 
antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan; 

c.	 penyusunan program oleh pemerinlah kabupalen dengan acuan pada hasil 
peneiusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan 

d.	 penelapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun 
anggaran berialan. . 

(3)	 Tahap peJaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten melalui dinas terkalt dan/atau pihak lain. 

(4)	 Tahap pemantauan dan evaluas! sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf c 
dilaksanakan oleh pemerinlah kabupalen dan dapat dilakukan melalui pelibalan 
P3A1GP3A1IP3A dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada 
pemerintah kabupaten. 

(5)	 Pelibalan P3AlGP3A1IP3A dalam pemanlauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dibual secara lertulis alau disampaikan pada waklu pertemuan berkala 
dengan kelornpokpernandu lapangan. 

(6)	 Hasil pemanlauan dan evaluasi sebagaimana dlrnaksud pada ayal (5) dapat berupa 
kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang 
dihadapi oleh P3AlGP3AlIP3A, saran program pembinaan yang dibuluhkan, dan 
kinerja pelugas pembina. 

BABIX
 
PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI
 

Bagian Kesalu
 
Pengakuan Hak Ulayal
 

Pasal29
 

Pernerintah kabupalen sesuai dengan kewenangannya dalam pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak yang 
serupa dengan ilu yang belkailan dengan penggunaan air dan sumber air unluk irigasi 
sebatas kebuluhannya sepaniang tidak bertenlangan dengan peraluran perundang
undangan. 



Bagion Kedua 
Hak Guna Air 

Pasal30 

(1)	 Bupati memberikan hak guna air irigasi pada daerah irigasi dalam Kabupaten sesuai 
dengan kewenangannya kepada P3NGP3NIP3A, badan hukum, badan sosial, 
perorangan dan pemakai air irigasi untuk kepentingan lainnya. 

(2)	 Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian lahan basah 
dengan !etap memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan ketersediaan dan 
kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu. 

(3)	 Hak guna air irigasi sebagaimana dimaksud pada aya! (1) dan (2) bertaku untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraluran 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang
 

Hak Guna Air Irigasl
 

Pasal 31
 

(1)	 Pemegang Hak Guna Air Irigasi berhak mendapatkan air irigasi sesuai izin yang 
diberikan. 

(2)	 Pemegang Hak Guna Air lrigasi berkewajiban : 

a. mengikuli sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut; 
b. bertanggung jawab memelihara fungsi jaringan irigasi. 

(3)	 Pemegang izin dilarang memindahtangankan izin. 

Bagian Keempat
 
Penyediaan Air Irigasi
 

Pasal32
 

(1)	 Penyediaan air irigasi dilujukan unluk mendukung produktifilas lahan dan dalam 
rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. 

(2)	 Dalam hal tertentu penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1), 
dapat diberikan dalam balas tertentu untuk menemukan kebutuhan lainnya. 

(3)	 Dalam hal ketersediaan air irigasi terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi 
air irigasi. 



Bagian Kelima 
Pengaluran Air Jrlgasi 

Pasal33 

(1) Pengaturan air irigasi dilakukan untuk mengaili Ianaman, budidaya ik'an dan di petak 
tersier yang telah ditetapkan. 

(2) pengaturan air irigasi untuk mengairi tanaman 
kepertuan lainnya, dapat dilaksanakan apabila : 
a. lerdapat kelebihan air;dan 
b. P3A tidak berkeberalan. 

diluar petak tersier dan untuk 

(3) 

(4) 

Dalam pengaturan air irigasi secara tepat guna, Bupali menetapkan alokasi air untuk 
irigasi berdasarl<an masa IIigasi unluk setiap daerah irigasi dalam Kabupalen 
berdasarkan usulan P3A yang disampaikan kepada Pemerinlah Kabupalen 
selambat-Iambatnya 1 (eatu) bulan sebelum rnusim tanam dimulai. 
Bupali dapat menelapkan waklu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus 
dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan. 

(5) Waktu pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipilih waktu yang 
tepat dan diberitahukan kepada P3A selambat lambatnya 30 (liga puluh) hari 
sebelum waklu pengeMngan. 

Bagian Keenam 
Dralnase 

Pasal34 

(1) Seliap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan 
drainase yang merupal<an satu kesatuan dengan jaMngan irigasi yang bersangkulan. 

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi unluk mengalirkan 
kelebihan air agar lidak mengganggu produklifilas lahan. 

" 

(3) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase 
harus dijaga kualilasnya agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan peraluran 
perundang-undangan. 

(4) Perkumpulan petani pemakai air dan masyarakal dilalang mendirikan bangunan atau 
melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase. 

Bagian Kelujuh 
Penggunaan Air lrigasi Langsung dari Sumber Air 

Pasal35 

(1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air pennukaan 
harus mendapal izin dari Pemertnlah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya 
dalam pengembangan dan pengelolaan sislem irigasi. 



(2)	 Penggunaan air untuk Irigasl yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus 
mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesual dengan peraturan perundang
undangan. 

BABX
 
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI
 

Bagian Kesalu
 
Pembangunan jaringan irigasi
 

Pasal36
 

(1)	 Pemenntah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam 
pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder. 

(2)	 Pembangunan jaringan Ingasl primer dan sekunder dapal dilakukan oleh 
P3A1GP3A1IP3A alau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

(3)	 Pembangunan jaringan irigasi lersier menjadi hak dan tanggungjawab masyarakal 
pelanl yang legabung dalarn P3A. 

(4)	 Dalam hal masyarakal pelani yang lergabung daiam P3A lidak mampu 
melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan 
langgungjawabnya, pemerinlah kabupalen dapat membanlu pembangunan jaringan 
Irlgasl yang bersanakutan, berdasarkan perminlaan dan P3A dengan memperhalikan 
prinsip kernandlrian dan kemampuan. 

(5)	 Pemerlntah kabupalen dapal mengusulkan pelaksanaan pembangunan jaringan 
irigasi air tanah ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah. 

(6)	 Badan usaha, badan sosial, a1au perseorangan yang bermaksud memanlaatken air 
dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendlri 
berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izln dari 
bupali sesuai dengan kewenangannya. 

(7)	 Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipalif dan berdasarkan 
norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan perselujuan desaln konsfruksi 
dan superviei oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. 

(8)	 Setiap pembangunan jaringan irigasl dilengkapl qengan pedoman operas! dan 
pemeliharaan janngan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan. 

Bagian Kedua
 
Peningkalan jaringan irigasi
 

Pasal37
 

(1)	 Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan 
sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang 
bersangkutan dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian. 



(2)	 Pemerinlah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam 
peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder. 

(3)	 Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapal dilakukan aleh perkumpulan 
petani pamakal air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kernampuannya. 

(4)	 Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat 
pelani yang lergabung dalarn P3A. 

(5)	 Dalam hal masyarakal pelani yang lergabung dalam P3A lidak mampu 
melaksanakan peningkalan jaringanirigasi lersier yang menjadi hak dan 
langgungjawabnya, pemerinlah kabupalen dapal membanlu penlnqkatan jaringan 
irigasi yang bersangkulan, berdasar1<an permintaan dari per1<umpulan pelani pemakai 
airdengan memperhatikan prinsip kemandirian. 

(6)	 Badan usana, badan soslal, persearangan yang bermaksud menambah pasokan air 
untuk usahanya melalui jaringan irigasi, dapat meningkatkan jaringan irigasi yang 
bersangkulan selelah memperoleh izin dari bupali sesuai dengan kewenangannya. 

(7)	 Peningkalan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif 
dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan 
desain konstruksi dan supervlsl oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan 
kewenangannya. 

(8)	 Pengubahan dan/atau pembangkaran jaringan irigasl primer dan sekunder yang 
mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder 
dalam rangka peningkalan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan 
ayal (6) harus rnendapat izln darl bupati sesual dengan kewenangannya. 

(9)	 Penqubahan danlalau pembangkaran jaringan Irlgasi lersler yang mengakibalkan 
perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan 
jaringan irigasi harus mendapal perselujuan dari perkumpulan pelani pemakal air 
yang bersangkutan. 

(10) Unluk menjamln keandalan prasarana irigasi, dilakukan keglalan penlngkatan, dan 
pengelalaan jarlngan lrigasl yang melipull aperasl, pemeliharaan, dan rehabilitasi 
jaringan irigasi didaerah irigasi. 

BABXI
 
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
 

Bagian Kesalu
 
Operasi
 

Pasal38 

(1)	 Operas; jaringan irigas; dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, perencanaan 
operasi, pelaksanaan operasi, monitoring dan evaluasi. 

(2)	 Pengumpulan data sebagalmana dimaksud pada ayal (1) melipuli : 



a.	 kondisi hidrologis: curah hUjan, debit sungai, tinggi muka air, debit saluran 
pembawa, saluran pembuang; 

b.	 kondisi hidrometeorologis: suhu/lempetarur udara, kecepatan angin, kelembaban, 
radiasi matahari, penguapan: 

c. kondisi hidrogeologis: potensi air tanah, pemantauan f1uktuasi rnuka air tanah; 
d. kondisi pertanaman: luas tanam, luas panen, intensitas tanam, produktivitas. 

(3) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yailu: 

a.	 rencana tahunan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi akan disepakati 
bersama secara lertulis anlara pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya 
dengan perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi lainnya 
disetlap daerah irigasi; 

b.	 rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinaslinstansi ya"g 
membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya. 

c.	 rencana tanunan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dibahas dan disepakati 
dalam komisi irigasi dan ditelapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. 

d.	 rencana tahunan penyediaan air irigasi disampaikan oleh komisi irigasi kabupalen 
dalam rapat dewan sumberdaya air yang bersangkutan guna mendapat alokasl 
air untuk irigasi; 

e.	 alokasi air untUk lrigasl dlsampalkan kepada P3A1GP3A1lP3A melalul dinas 
kabupalen yang membidangi irigasi, dalam hal terjadl ketidaksesuaian dengan 
rencana tanunan penyediaan air irigasi yang lelah disepakali, pertu dllakukan 
peninjauan kembali oleh P3A1GP3A1IP3A dan pemakai air irigasi lainnya lerhadap 
rencana tahunan penyediaan air irigasi; 

f.	 rencana tata tanam disusun oleh dinas kabupaten yang membidangi irigasi 
berdasarkan prakiraan kelersediaan air disumbemya dan usulan luas lanam dari 
P3A1GP3A1IP3A, guna oplimalisasi bila dipertukan dilerapkan sislem golongan; 

g.	 rencana tata tanam pada daerah irigasi multiguna disusun dengan mengacu pada 
hasit konsullasi dan komunikasi dalam forum koordinasi daerah irigasj; 

h.	 rencana lahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas 
kabupalen alau inslansi yang membidangl irigasi sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irtgasi, u8utan luas tanam dari 
P3A1GP3A1lP3A dan pemakai air untuk kepenlingan lainnya; 

I.	 rencana lahunan pembagian dan pemberian air irigasi disepakali oleh komisi 
irigasi kabupaten sesuai dengan cakupan tugasnya berdasarkan : 

kebutuhan air irigasi yang diperlukan; 
tidak melampaui hak guna air untuk irigasi yang lelah dilenlukan; 
kesepakalan dengan P3A1GP3A1lP3A di seliap daerah lrigasl. 
Rencana pengeringan saluran untuk keperluan pemerlksaan dan keperluan 
pelaksanaan pekerjaan, 

j.	 kalibrasi bangunan ukur debil dengan membuaVmemperbaharui label pembacaan 
debit dilakukan secara berkala; 

k,	 rencana pengamanan jaringan irigasi dilakukan dengan eara:
 
- sosialisasi peraiuran perundang-undangan sumberdaya air;
 
-	 penetapan garis sempadan saluran dan bangunan. 

I.	 penyusunan rencana anggaran biaya operasi jaringan irigasl. 



(4) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) melipuli : 

a.	 rencana tahunan pembagian dan pemberian air menjadi dasar pelaksanaan 
pembagian dan pemberian air irigasi. 

b.	 dalam hal lerjadi perubahan keadaan tanaman caruatau debit lidak sesuai 
dengan rencana tahunan pembagian dan pembertan air dilakukan dengan 
menerapkan faklor koefisien (faktor K). Faldor K adalah angka perbandlngan 
anlara debit tersedta dengan debit kebutuhan; 

e.	 dalam hal faktor K kurang dali nilai tertentu sesuai dengan kondisi dan 
karakterlslik daerah lligasl, dinas kabupaten dapat menelapkan pola giliran 
pembagian dan pemberian air irigasi yang dilaksanakan oleh dinas kabupaten, 
sesuai dengan kewenangannya; 

d. realisasi pembagian dan pemberian air irigasi serta kemajuan lanaman dilaporkan 
pada setiap periode operasi, tengah bulanan; 

e.	 pengukuran debit saluran pada Geliap bangunan ukur debitl pinlu pengambilan 
dicalal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali seliap hart dan dilaporkan pada setiap 
periode operasi, lengah bulanan; 

f.	 pemberian air irigasi ke petak tersier dilakukan melalui bangunan-sadap tersier 
yang telah ditenlukan dalarn reneana teknis sesual kesepakatan dengan 
perkumpulan pelani pemakai air, 

g.	 penggunaan air Irtgasi dilakukan dart saluran kuarter pada lempal pengambilan 
yang telah diletapkan oleh perkumpulan petani pemakai air. 

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayal (1) melipuli : 

a.	 peJaksanaan operas; dimonitor melalui pencatatan dan pelaporan meliputl: 
debil saluran pada setiap periode operasi selama masa lanam sepanjang 
tahun; 
realisasi luas tanam, luas panen, produktivitas; 
kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, hama dan penyakit tanaman; 
konflik antar pemakai air irigasi atau antara pemakai air dan pengguna 
jarinqan irigasi. 

b.	 evaluasi hasil monitoring dilakukan unluk menyusun perencanaan operasi tahun 
berikutnya melipuli: 

neraca air dan produklivilas lahan dan air; 
faktor kehilangan airdi saluran primer dan sekunder; 
perbandingan luas tanam dan luas panen; 
intensitas tanam: 
perhitungan besamya kerugian akibal kerusakan tanaman; 
penyelesaian konfJik antar pemakai air irigasi atau aotara pemakai air dan 
penggunajaringan IrigasL 

Bagian Kedua
 
Pemeliharaan
 

Pasal39 

(1) Pemeliharaan Janngan Ingasi dllaksanakan melalui tahap perencanaan. 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi. 



(2) Perencanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi: 
a.	 rencana tahunan operas; dan pemeliharaan janngan ingasi disepakati bersama 

secara tertulis antara pemerintah kabupaten sasuai kewenangannya, dengan 
perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irlgasi lainnya di setiap 
daerah ingasi; , 

b.	 rencana pemeliharaan disusun oleh dinas kabupaten, provinsi yang membidangi 
irigasi sesuai kewenangannya, hasilnya disampaikan kepada P3NGP3NIP3A 
untuk dilakukan penelusuran bersama pada bagian-bagian janngan irigasi yang 
memerlukan pemeliharaan; 

c.	 rencana pameliharaan definitif disusun berdasar1<an hasil penelusuran bersama 
untuk membuat desain pekerjaan pemeliharaan dan menyusun rencana 
anggaran biaya; 

d.	 rencana pemeliharaan terdin dari: 
pengelompokan pemeliharaan yaitu rutin, berkala, tahunan, insidentH untuk 
perbaikan yang bersifal can-rat; 
penetapan cara pelaksanaan yaitu kontraktual dan/atau swakeJola termasuk 
bentuk penugasan kepada P3NGP3N1P3A; 
pernoenan bantuan kepada P3A untuk tersier berdasar1<an permintaan P3A 
dengan prinsip kemandirian dan kemampuan. 

e.	 penggabungan rencana anggaran biaya pemeliharaan dengan rencana 
anggaran biaya operasi menjadi anggaran kebutuhan nyata operas; dan 
pemeliharaan (AKNOP); 

f.	 rencana pengeringan sajuran untuk keperluan pemeriksaan dan k.eperluan 
pelaksanaan pekeljaan; 

(3)	 Pelaksanaan pemellharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a.	 Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya, bertanggungjawab 

dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder; 
b.	 per1<umpulan petani pemakai air dapat berperanserta dalam pelaksanaan 

pemeliharaan jaringan ingasi primer dan sekunder: 
c.	 perkumpulan petani pemakai air bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

pemeliharaan jaringan ingasi tersier; 
d.	 palaksanaan konstruksi depat dilakukan secara kontraktual atau swakelola 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 
e.	 pelaksanaan pemberian bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air untuk 

pemeliharaan jaringan ingasi tersier dilakukan· dengan transfer dana melalui 
rekening per1<umpulan petani pemakai air atau berupa bahan bangunan yang 
diperlukan. 

(4)	 Monitoring dan evaluasi pemeliharaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 
melipuli: 

a.	 monitoring target fisik dan fungsi, serta targel manfaat dan kendala 
peme/iharaan; 

b.	 evaluasi pemeliharaan dilakukan terhadap hasil monitoring meliputi: 
pemecahan masalahlkendala pelaksanaan pemeliharaan; 
pencapaian target fisik, fungsi dan manfaat. 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Ketiga 
Rehabililasi 

Pasal40 
, 

RehabHitasi jarinqan irigasi dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pembebasan 
lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan. 

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli ; 

a.	 prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi disusun oleh dmas kabupaten 
yang membidangi irigasi sesuai kewenangannya dilakukan dengan penilaian 
kondisi dan lungs; jaringan irigasi bersama P3NGP3N1P3A; 

b.	 prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi disepakati dalam forum komisi 
irigasi kabupalen; 

c.	 survei, investigasi, dan desain untuk rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan 
dengan menerima masukan, sanggahan dan usulan P3NGP3N1P3A, hasllnya 
disepakali bersama melalui konsultasi publik. 

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuf ; 

a.	 Pemerinlah kabupaten memberikan pengganlian yang layak alas kerugian yang 
dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi, 
misalnya hilang atau berl<Urangnya lungsi atau hak alas lanah, bangunan, 
lanarnan, dan benda-benda lain yang berada diatasnya karena adanya 
pernbuatan kanlong lumpur, lasililas rurnahl kanlor operasi, langgul penulup 
dan lain-lain; 

b.	 pengganlian yang layak alas kerugian yang dialarni rnasyarakat sebagai akibal 
pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi merupakan hak masing-masing 
rnasyarakal yang bersangkulan;dan 

c.	 dalam pelaksanaannya pernerinlah kabupalen sesuai dengan kewenangannya 
melakukan soelallsas! adanya rencana pernbanqunan jaringan irigasi. 

Pelaksanaan konslruksi sebagairnana dirnaksud pada ayal (1) dengan kelenluan ; 

a.	 pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder rnenjadi 
Ianggungjawab pernerintah kabupalen sesuai dengan kewenangannya; 

b.	 pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi terser menjadi tanggungjawab 
per1<urnpulan pelani pemakai air yang bersangkulan. Dalarn hal perkurnpulan 
petani pemakai air yang bersangkulan lidak rnarnpu, pernerintah kabupalen 
dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan pennintaan dan 
per1<urnpulan pelani pernakai air dengan mernperhatikan prinsip kernandirian 
dan kemampuan; 

c.	 pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, 
badan sosial, perseorangan atau pernakai air irigasi unluk kepertuan lainnya 
dilakukan oleh yang bersangkutan; 

d.	 pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan secara kontraktual atau swakelota 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 



(5) Operasi dan pemeliharaan rehabililasi jaringan irigasi dilakukan sebagai berikul: 

a. peningkatan peran P3A1GP3A1IP3A pada seluruh daerah irigasi yang lelah 

b. 
c. 

direhabililasi; 
penyesuaian kebuluhan persanil dinas pengelala irigasi; 
mengkaji ulang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan 
menetapkan pedaman yang baru apabila diperlukan. 

BABXII 
PENGELOLAAN ASEl IRIGASI 

Bagian Kesalu 
Invenlarisaoi Asel Irigao' 

Pasal41 

irigasi dan 

'
(1) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kcndlsi dan fungsi 

seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi. 
(2) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya 

yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, 
dan surnber daya manusia. 

(3) Invenlarisasi jaringan irigasi sebagaimana dirnaksud pada ayal (2) melipuli jumlah, 
dimensi, jenis, kondisi, fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal 
pelayanan. 

(4) Pemerintah kabupaten. sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi 
aset irigasi. 

(5) Badan usaha, badan sosial, perseorcngan, dan perkumpulan petani pemakai air 
membanlu pemerinlah kabupalen dalam Melakukan Kampilasi alas hasll 
inventarisasi aset irigasl yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjulan. 

Pasal42 

(1) Invenlarisasi pendukung pengelalaan irigasi sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 41 
aya! (2) dilaksanakan 5 (lima) lahun sekali pada seliap daerah irigasi. 

(2) lnventarlsasl jaringan irigasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayal (3) 
dilaksanakan selahun sekall pada seliap daerah irigasi. 

(3) Hasil inventarlsasl jaringan irigasi sebaqairnana dimaksud dalam Pasal41 ayal (2) 
menjadi bagian dan sistem informasi irigasi. 

(4) Sislem infarmasi irigasi sebagaimana dirnaksud pada ayal (3) merupakan subsistern 
informasi sumberdaya air. 



Bagian Kedua 
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Aset Irlgasl 

sekali dalam 5 (lima) tahun 

Pasal43 , 
(1)	 Perencanaan pengelo!aan aset irigasi melipuli kegialan kajian data hasil 

inventarisasi dan perumusan rencana tindak-Ianjut unfuk mengoptimalkan 
pernanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi. 

(2)	 Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan 
rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tanun sekaii. 

(3)	 Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan secara demokratis, 
transparan, dan akuntabel dengan melibalkan semua pemakai air irigasi dan 
pengguna jaringan irigasi. 

(4)	 Badan usaha, badan soslal, perseoranqan, atau perkumpulan petanl pemakai air 
merencanakan pengelolaan aset iriqasi yang meniadi tanggungjawabnya 1 (salu) 
tahun sekali secara berkelanjutan. 

Bagian Ketiga
 
Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi berkelanjutan
 

Pasal44
 

(1)	 Pemerinlah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengelolaan 
asel irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan asel ingasi yang 
lelah ditetapkan. 

(2)	 Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air 
melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi langgungjawabnya secara 
berkelanjulan. . 

Bagian Keempal 
Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi 

Pasal45 

(1)	 Pemerintah kabupaten, sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi 
pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap lahun. 

(2)	 Badan usaha, badan soslal, perneorangan, atau perkumpulan petani pemakai air 
membanlu pemerinlah kabupaten dalam melakukan evaluasi aset Irigasi yang 
menjadi langgungjawabnya secara berkelanjutan. 



(3)	 Evaluasi pelaksanaan pengelolaan asel ingasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dilakukan unluk mengkaji ulang kesesuaian anlara reneana dan pelaksanaan 
pengelolaan aset irigasi. 

, 

Baglan Kelima 
Pemutakhinin hasil inventarisasi aset irigasi 

Pasal46 

(1)	 Pemerinlah kabupaten. sesuai deng"n kewenangannya melaksanakan penghapusan 
aset irigasi yang sudah lidak berfungsi dari dallar invenlaris aset. 

(2)	 Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan sesuai 
dengan peraluran perundang-undangan. 

BAB XIII
 
PEMBIAYAAN
 

Baglan Keaatu 
Pembiayaan pengembangan Jarlngan Irlgasl 

Pasal47 

(1)	 Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan eekunder menjadi 
langgungjawab pemermtah kabupalen sesuai dengan kewenangannya. 

(2)	 Pembiayaan pengembangan jahngan irigasi lersier menjadi tanggungjawab 
perkumpulan petani pemakai air, sedangkan pembiayaan pengembangan bangunan
sadap, saluran tarsier sepanjang 50 m2 dari bangunan-sadap. boks ters'er. dan 
bangunan pelengkap lersier lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupalen. 

(3)	 Dalam hal per1<umpulan petanl pemakai air lidak mampu membiayal pengembangan 
jaringan irigasi lersier yang menjadi tanggungjawabnya. pemerintah kabupalen, 
dapal membanlu pembiayaan pengembangan jaringan irigasj yang bersangkutan, 
beroasarxan perminlaan dan per'o<umpulan pelani pemakai air dengan 
memperhalikan phnsip kemandlnan dan kemampuan. 

(4)	 Dalam hal lerdapal kepenlingan mendesak unluk pengembangan jaringan Ingasi 
pada daerah irigasj tertentu, pemerintah kabupalen dapal bekerja-sarna dalam 
pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. 



Baglan Kedua
 
Pemblayaan pengelolaan Jarlngan irlgasi
 

Pasal48
 

•
(1)	 Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi 

dengan luas maksimum 1000 ha menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabepalen. 

(2)	 Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dlsedlakan dalam Anggaran 
Pendapalan dan Belanja Daerah (APBD). yang disebut Dana Pengelolaan Irlgasl 
Kabupaten (DPIt<). 

(3)	 Penggunaan dana pengelolaan irigasi kabupaten dapat dilakukan melalui sistem 
kontrak dengan pihak lain, atau swakelola dengan melibatkan P3A setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(4)	 Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadl tanggung jawab P3A di 
wilayah kerjanya. 

(5)	 Dalarn hal P3A tidak rnarnpu memblayai pengelolaan jaringan lrigasi tersier dan 
daerah Ingasl yang luasnya sampal 1000 ha yang menjadl langgungjawabnya, 
Pemerintah Kabupaten dapat membantu pemblayaan pengelolaan jaringan lrigasi 
tersebut berdasarkan panmlntaan dan P3A dengan memperhatikan prinsip 
kemandirian dan kemampuan. 

(6)	 Dalam hal terdapat kepentlngan mendesak untuk pengelolaan jaringan irlgasi pada 
daerah irigasi tertentu, pemerintah kabupaten dapat bekerja sama dengan 
Pemerintah dan atau Pemenntah Provinsi danlatau Pemerintah Desa. 

(7)	 Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut-serta dalam pembiayaan penqelolan 
jaringan irigasi. 

Baglan Keliga
 
Mekanisme pembiayaan
 

Pasar49
 

(1)	 Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (1) sampai dengan (7), dldasarkan atas Angka Kebuluhan Nyata Pengelolaan 
Irlgasl (AKNPI) diseliap daerah irigasl. 

(2)	 Perhltunqan AKNPI untuk [aringan irlgasl primer dan sekunder pada daerah Irigasl 
luas maksimum sampal dengan 1000 ha dilakukan oleh pemerintah kabupaten 
dengan P3A. 

(3)	 Prioritas penggunaan biaya pangelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irlgasi 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dlbahas betsama oleh 
Pemerintah Kabupaten dengan Perkumpulan Petani PemakaiAir, 



PasalSO 

(1)	 Dalam langka pelaksanaan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) wajib dilakukan 
pemantauan dan eva/uasi dilakukan secara berjenjang oleh satqan kerja yang 
bersangkutan dilingkat pemerinlah kabupaten hingga tingkat P3A sesuai dengan 
Peraturan Perundangan yang berlaku. 

(2)	 Evaluasi pelaksanaan DPI, melipul;: 
a. pengelolaan keuangan; 
b. kesesuaian antara bantuan pembiayaan dan pelaksanaan fisik; dan 
c. kesesuaian antara bantuanpernblayaan dan peningkatan kinerJa slstem irigasi. 

Pasal51 

(1)	 Setiap petanl pemakai air wajib membayar luran Pelayanan Irigasi (IPI) yang 
dihimpun dan dikelola oleh P3NGP3NIP3A. 

(2)	 Besaran dan bentuk iuran, prosenlase dana untuk P3A1GP3A1IP3A dan alokasi 
penggunaan iuran dilelapkan berdasarkan kesepakalan anggola. 

BABXIV
 
FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
 

Bagisn Kesatu 
Fungsi dan Keberlanjutan Sistem Irigasi 

Pasal52 

(1)	 Untuk keberlanjutan fungsi irigasi, maka Pemerintah melalui dinasl instansi yang 
belWenang berlcewajiban : 

a.	 melakukan antisipasi terhadap kekerinqan dan banj;r. 
b.	 melaksanakan analisa ketersediaan air secara rutin. 
e.	 mengkampanyekan gerakan dan usaha lani yang hemal air. 
d.	 memfasilitasi perlindungan terhadap kualitas air irigasi. 

(2)	 Kebertanjutan sistem ingasi ditenlukan oleh keandalan air irigasl, keandalan 
prasarana irigasi, dan upaya peningkatan pendapalan petani dari usaha tani serta 
pengaturan reneana tata ruang wilayah. 

(3)	 Pemakai air Ingasl lainnya, pengguna jaringan Irigasi, dan masyarakal berpartleipasi 
dalam menjaga keberlanjutan sislem ingasl. 

(4)	 Ketentuan mengenai keberlanjutan slstern irigasi akan diatur lebih lanjut 
dalamPeraturan Bupati, 



Bagian Kedua
 
Allh Fungsl Lahan Beririgasi
 

Pasal53
 
, 

(1)	 Ketersediaan lahan beririgasi danlatau mengendalikan aJih fungsi lahan beririgasi 
untuk menjamin keleslarian fungsi dan manfaal jaringan irigasi menjadi 
tanggungjawab pemerintah kabupaten sesuaidangan kewenangannya. 

(2)	 Dinas teknis yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang irigasi agar 
melakukan pengendalian lerhadap terjadinya alih lungsi lahan beririgasi untuk 
keperluan nonpertanian. 

(3)	 Pemerintah Kabupalen sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah 
potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan 
pangan didaerah. 

Pasal54 

(1)	 Alih lungsi lahanberirigasi lidak dapal dilakukan kecuali terdapal: 
a. perubahan rencana tata ruang wilayah; 
b. bencana alam yang mengakibalkan hilangnya lungsi lahan dan jaringan irigasi. 

(2)	 Pemerintah Kabupalen sesuai dengan kewenangannya mengupayakan 
penggantian lahan beririgasi. beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubanan 
rencana lata ruang wilayah. 

(3)	 Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab 
melakukan penalaan ulang sistern irigasidalam hal: 
a. sebagian jaringan irigasi beralihlungsi; atau 
b. sebagian lahan beririgasiberalihJungsi. 

(4)	 Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang rnelakukan Kegialan yang dapat 
mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang 
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a wajib mengganli lahan 
beririgasi beserta jaringannya. 

Bagian Ketiga
 
Larangan
 

Pasal55
 

UntuK mempertahankan lungsi dan Keberlanjulan irigasi,maka seliap orang dilarang : 

a.	 menyadap air dari saluran pembawa, selain pada ternpat yang telah dilenlukan; 

b.	 menggembalaKan dan menambalkan lemaKbesarpada atau diatas jaringan irigasi; 

c.	 membuang benda padal dengan alau lanpa alai mekanls yang dapal beraKibat 
menghambal aliran, mengubah silal air sorta merusak bangunan jaringan irigasi 
beserta tanah turutannya; 



d. membuang benda cair dengan alau tanpa alaI mekanis yang 
lerlampauinya baku rnutu air irigasi sesuai kelentuan yang berlaku; 

dapal berakibal 

e. membual gallan atau membual selokan panjang saluran dan bangunan
bangunannya pada jarak tertentu yang dapal mengakibalkan lerjadinya kebocoran 
dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan banqunan-banqunannya: 

f. merusak dan atau mencabul tanaman pelindung yang dilanam pada langgul saluran 
dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya; 

g. menanam tanaman pada langgul dan atau lanah lurutan bangunan yang lidak sesuai 
dengan kaidah teknik irigasi; 

h. menghalangi atau merinlangi kelancaran jalannya air; 

i. mengambil tanah, pasir, kerikil dan batu dari jaringan irigasi dengan alaI mekanls 
maupun manual; 

j. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran 
jaringan Irigasl maupun bangunan pelengkapnya; 

bangunan-bangunan dalam 

k. mendlrlkan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan selain yang 
lersebul pada huruf j, yang berada didalam, dialas maupun melintasi saluran irigasi; 

I. mendlrikan bangunan alaupun melakukan tindakan lain yang dapal 
fungsi drainase. 

mengganggu 

BABXV 
KOORDINASI 

Pasal56 

(1) Koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistern irigasi dilakukan melalui komisi 
irigasi kabupaten danlatau forum koordinasi daerah irigasi. 

(2) 

(3) 

Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan irigasi, komisi irigasi dapal 
mengundang pihak lain yang berkepenlingan guna menghadiri sidang-sidang komisi 
untuk memperoleh lntormast yang diperlukan. 
Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dengan 
dewan sumberdaya air bersifal konsultatif dan koordinalif. 

(4) Koordinasi pengemhangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang 
menjadl kewenangan pemerinlah kabupaten dan daerah irigasi yang sudah 
diperbantukan oleh pemerinlah dan/alau pemerinlah provlnsi dilaksanakan melalui 
komisi irigasi kabupaten. 

BABXVI 
PENGAWASAN 

Pasal57 

(1)	 Unluk mengupayakan lercapainya IUjuan pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi, diselenggarakan kegialan pengawasan lerhadap seluruh proses pelaksanaan 
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. 



(2)	 Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dengan melibalkan peran-serta masyarakal. 

(3)	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) melipuli kegialan : 
a. Pemanlauan dan evaluasi agar sesuai dengan NSPM. r 

b. Pelaporan. 
c. Pemberian rekomendasi. 
d. Penertiban. 

(4)	 Peran-serta masyerakat dalam pengawasan sebagalmana dimaKsud pada ayal (2) 
dilakukan dengan menyampalKan laporan danlalau pengaduan kepada dinas 
Kabupaten yang membidangi irigasi. 

Pasal58 

(1)	 UnluK mewujudKan lerselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayal (1), pemerinlah kabupaten, sesuai dengan 
kewenangannya menyedlakan informasi lenlang proses dan hasil pelaksanaan 
pengembangan dan pengelolaan sislem Iriga51 yang dapat dlakses oleh masyarakal. 

(2)	 Perkumpulan pelani pemakai air, badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan 
pernakat air irigasi untuk keperfuan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya 
kepada pemerinlah kabupalen dalam menyediakan informasi pengelolaan sislem 
irigasi yang menjadi tanggungjawabnya. 

BABXVII
 
KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 59 

(1)	 Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah inl, 
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (liga) bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2)	 Tindak pidana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3)	 Selain lindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang 
mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi diancam pidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

(4)	 Denda sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Kabupeten 
Lampung Selatan. 

BAB XVIII
 
PENYIDIKAN
 

Pasal 60 

(1)	 Selain Pejabat Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil lertentu yang Iingkup 
lugas dan langgungjawabnya meliputi bidang pengalran, diberi wewenang khusus 



sebagai penyldlk sebagalmana dlmaksud dalam Undang-undang Hukum Acara 
Pidana yang bertaku, 

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 

r 

a.	 menerima Japoran atau pengaduan dari seseorang tantang adanya tindak pidana; 
b.	 rneiakukan lindakan pertama pada saat ilu ditempat kejadian dan melakukr.n 

pemeriksaan; 
c.	 menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dirt 

tersangka; 
d.	 melakukan penyitaan benda dan alau surat; 
e.	 mengambil sidik jan dan memotret tersangka; 
t.	 memanggil orang unluk didengar dan diperiksa sebagai lersangka atau saksi; 
g.	 mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h.	 mengadakan penghenlian penyidikan selelah mendapal pelunjuk dali penyidik 

POLRI bahwa lidak terdapat cukup bukti alau peristiwa lersebut bukan 
merupakan Iindak pidana dan selanjulnya melalui penyidik memberilahukan hal 
lersebut kepada Penunlut Umum, tersangka atau keluarganya; 

i.	 melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

BABXIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal61 

Pada saal berlakunya peraluran daerah in; semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan 
dengan irigasi dinyalakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan alau belum 
dikeluarkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraluran Daerah ini. 

Pasal62 

Perizinan yang barkaitan dengan irigasl yang Ielah dilerbitkan seteium dilelapkannya 
Peraluran Daerah ini dinyatakan letap bertaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. 

BABXX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal63 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraluran Daerah '01, sepanjang mangenai leknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati. 



Pasal64 

Peraturan Daerah lni mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar. setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanqqal 28 JCC I 2008 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

WENDY MELFA 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal13 A:"S".ZOOB 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

l~~ 
RUSDI MALIKI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN 2008 NOMOR OS 
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PENJELASAN ATAS
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

NOMOR 05 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

IRIGASI
 

I. UMUM
 

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, secara adil, merata dan 
ber1<elanjutan. Inl berartl bahwa air mempunyal lungsl soslal, Iingkungan hidup dan 
ekonomi. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola secara menyeluruh, lerpadu 
dan berwawasan Iingkungan hidup dengan mendasar1<an pada asas kelestarian, 
keseimbangan, kemanfaalan umum, kelerpaduan dan keserasian, keadllan, 
kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. 

Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 lenlang Sumber Daya Air mengamanalkan 
bahwa penguasaan somber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerinlah, 
pemerinlah provinsi, dan/atau pemerinlah kabupaten dan dipergunakan unluk sebesar
besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya 
air, Pemerinlah, pemerinlah provinsi, dan/atau pemerinlah kabupalen bertanggung 
jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan pnornas utama 
kepada kebutuhan pokok sehari-harl dan pertanian rakyat dalarn sislem irigasi yang 
sudah ada di alas semua kebuluhan. 

Undang,Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemennlahan Daerah 
mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas 
desenlralisasl, dekonsentrasi, dan lugas pernoantuan. Dalam peiaksanaan 
desenlralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah unluk menyelenggarakan otonoml 
daerah dengan prlnslp pendekalan pelayanan kepada masyarakal di berbaqai bidang 
termasuk bidang irigasi. Unluk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistern 
irigasi yang efisien dan efeklil dUakukan pembagian wewenang dan langgung jawab 
pengembangan dan pengelolaan slslem Ingasl anlara Pemerlnlah, pemerinlah 
provinsi, dan pemerinlah kabupalen. Selanjulnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 lentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinlah Pusat dan Pemerinlahan 
Daerah, pada dasamya mempunyai lUiuan antara lain untuk memberdayakan dan 
meningkalkan kemampuan perekonomian daerab, termasuk pembiayaan 
pengembangan dan pengelolaan sislem irigasi. Oleh karena ltu, pelaksanaan 
pemblayaan pengembangan dan pengeiolaan sistem lngasi menjadi langgung jawab 
Pemerintah. pemerintah provinsi, pemerinlah kabupaten, dan masyarakat. 

Peraturan Pernerlnlah Nomor 20 Tahun 2006 lentang Ingasi, merupakan penjabaran 
dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 lentang Sumber Daya Air, pada Pasal 41 
mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan air. baku untuk pertanian dilakukan 
dengan pengembangan sistem irigasi. Peraturan Pernerintah ini memual berbagai 



kelenluan mengenaj jngasj seeara terperinci dan komprehensif. Unluk menindakJanjuli 
kelentuan tenlang pengelolaan irigasi di daerah, maka pertu dilelbilkan Peraturan 
Daerah lentang lrigasl berdasarikan peraturan perundang-undangan yang bertaku, 
dengan pertimbangan dan pemikiran sebaga; berikuI: 

a. Ingasi mempunyai	 peran yang sangat penling sebagai salah satu komponen 
pendukung kebernasnan pembangunan pertanian. Unluk mewujudkan 
kesejahteraan petani pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada 
umumnya, seklor pertanian merupakan salah satu seklor yang sangal slralegis 
dalam pembangunan perekonomian. Oleh karena lujuan pembangunan pertanlan 
lelah mengalami perubahan, yailu dan meningkalkan pn:xluksi untuk swasembada 
beras rnenjadi melestarikan kelahanan pangan, meningkalkan pendapalan petani, 
meningkatkan kesempatan kerja di perdesaan dan perbaikan gizl keluarga, maka 
sejalan dengan semangal demokrasi, desenlralisasi, dan kelerbukaan dalam 
latanan kehidupan bermasvaraxat pertu menelapkan kebijakan pengembangan dan 
pengelolaan sislem irigasi. 

b.	 Pengembangan dan pengelolaan sislem iriqasi dilaksanakan dengan melibatkan 
semua pihak yang berikepenlingan dengan mengutamakan kepentingan dan 
peranserta masyarakal petanl dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan 
serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk 
menyelenggarakan kegialan lersebuI, dilakukan pemberdayaan perikumpulan 
petani pemakai air dan dinas atau instansi kabupaten yang terkait di bidang irigasi 
secara berkesinambungan. Selanjulnya, unluk mewujudkan pengembangan dan 
pengelolaan sislem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan 
manfaal yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan 
pengelolaan sislem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan surnber daya air 
yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah 
seeara lerpadu dengan mengulamakan pendayagunaan air permukaan. 
Pengembangan dan pengelolaan sislem irigasj tersebut dilaksanakan dengan 
prinsip satu slsrem irigasl satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan 
memperhalikan kepenlingan pemakai air jrigasl dan pengguna jaringan jrigasi di 
bagian hulu, tengah, dan hilir secare selaras. Pengembangan dan pengelolaan 
slstern irigas; dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan Jngasi yang melipuli 
inslansi pemerintah, perikumpulan petani pemakai air, dan komisi lngasl. 

c. Sebagai upaya unluk	 menelapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan 
pengelolaan, maka pengembangan dan pengelolaan sislem irigasi dilaksanakan 
secara partisipalif yang djdukung dengan pengaluran kembali lugas, wewenang, 
dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan trigasl, pernberdayaan 
perikumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sislem pemblayaan 
pengembangan dan penqelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberfanjutan 
sistem irigasi. Pengembangan dan penqelolaan sistem irigasi secara partisipatif 
dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem 
irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pe\aksanaan 
kegialan,' pada lahap perencanaan, pembangunan, peningkalan, operasl, 
pemeliharaan, dan rehabili!asi. Sehubungan dengan itu pemerinlah kabupalen 
sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai 



pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program 
pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani seternpat. 

h. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan 
rehabBitasi jaringan irigasl. Pemerinlah kaouoaten bertanggung jawab dalarn 
operasi, pemeliharaan, dan rehabililasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang 
menjadi kewenangannya,. sedangkan perkumpuran petani pemakai air dapat 
berperanserta. Pengelolaan jaringan jrigasi lersier menjadi langgung jawab 
perkumpulan pelani pemakai air. 

i.	 Guna mencapai lingkal pelayanan fungsi jrigasi yang lerpadu dan berkelanjulan 
bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan 
pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin. pertu dilakukan pengelolaan aset irigasi, 
yailu proses manajemen yang lerslruktur unluk perencanaan pemeliharaan dan 
pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, 
perencanaan, pelaksanaan. evaluasi aset irigasi, dan pemutekhiran hasil 
lnventadsasl asel irigasl. Pemerinlah kabupaten, atau pemerinlah desa 
bertanggung jawab dalam pengelolaan asel irigasi yang menjadi kewenangannya. 

i.	 Mengingal lrigasi menyangkut berbagai pemakai air lrigasj dan pengguna jaringan 
irigasi serta wilayahnya melinlasi balas wilayah adminislrasi pemerintahan, 
peraluran daerah ini menelapkan pernmya dibentuk lembaga koordinasi dan 
komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh 
bupati, Setain ilu, unluk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi lersebut 
dapal pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasililasi oleh 
bupatl, 

k. Pemerinlah kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan 
terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka 
pengawasan, pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyedlakan 
infonnasi pengembangan dan pengelolaan sislem irigas; seeara terbuka untuk 
umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan 
sislem jrigasi dengan eara menyampaikan laporan danlalau pengaduan kepada 
pihak yang belWenang. 

II. PASAL OEMI PASAL 

Pasal1 

cukup jelas. 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasal3 

peranserta masyarakal pelani bennakna sebagai suatu upaya memandirikan dalam 
benluk kemilraan dan kesetaraan dengan stakeholders lain sehingga berkembang 
menjadi sualu benluk pemberdayaan. 8enluk peranserta dalam pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi anlara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, 
tenaga, malerial, dan dana. Peranserta masyarakal petani dalam pengembangan 
dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui 
pe!1<umpulan pelani pernakal air bersama-sama dengan pemerinlah kabupalen 
sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkalkan rasa memitiki, 



dengan perminlaan perkumpulan petanl pemakai air dengan memperhatikan pnnslp 
kemandlrlan. 

d. Kebljakan pengembangan dan pengelolaan slstern Irlgasl yang efislen dan efekllf 
dlperfukan untuk menjamln keberlanjulan sistern Irlgasi dan hak guna air untuk 
Irlgasi. Haltersebul dldasarkan pada kenyalaan : 

1) adanya pergeseran nlla; air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah 
dan dapal dlmanfaalkan lanpa biaya menjadl sumber daya yang bernilai 
ekonomi dan berfungsl soslal: 

2)	 terjadinya kerawanan ketersediaan air secara regional; 
3) meningkalnya persalngan pemanfaalan air anlara lrigasl dengan penggunaan 

oleh seklor-seklor lain; 
4) makln meluasnya alih fungsl lahan lrigasl untuk kepenlingan lalnnya. 

e. Sesuai dengan kenyalaan tersebul dl alas, pemerinlah kabupaten sesual dengan 
kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan 
sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air 
dapat berperanserta. Perkumpulan petani pemakai air menyedlakan pemblayaan 
pengembangan dan pengelolaan sistern irigasi yang menjadl langgung jawabnya, 
sedangkan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat 
membantu sesuai dengan perminlaan perkumpulan pelanl pemakal air dengan 
memperhatlkan prinslp kemandlrian. 

f.	 Pengaluran hak guna air diwujudkan rnelalul hak guna air unluk lrigasl, yang lerdlri 
alas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk ingasl. Hak guna pakai air 
untuk Irlgas; bagl pertanlan rakyat yang berada di dalarn slstem irigasl yang sudah 
ada diperoleh lanpa ijln, sedangkan unlck pertanian rakyat pada slslem lrigasl barn 
dan pada sislem irigasl yang dltlngka!kan diperoleh berdasarkan permohonan ijin 
pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk 
keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan diperoleh berdasarkan 
permohonan ijln pengusahaan air unluk irigasl. Dalam hal leljadi kekeringan pada 
sumber air yang mengakibatkan teljadinya kekurangan air irigasi sehingga 
diperfukan subsli!usl air irlgasl, pemerintah kabupaten sesuai dengan 
kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber 
air lainnya alau metakukan penyesuaian penyediaan dan pengaluran air lrigasl. 
Agar pemanfaalan air dapat mencapal hasil yang maksima!, pemerinlah kabupalen 
sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, 
penggunaan air lrigasl, dan dralnase dl wilayahnya. 

g.	 Pengembangan jarlngan irigasl rnefiputl keglalan pembangunan dan penlngkalan 
jaringan irigasl, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya 
air. Pemerlntah kabupalen bertanggung jawab dalam pembangunan dan 
peningkat~n jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petanl 
pemakai air dapat berperanserta. Perkumpulan petani pernakal air bertanggung 
jawab dalam pembangunan dan penlngkalan jaringan Irlgasl tersier. 01 samping ltu, 
pengembangan jaringan Irlgas; dilakukan bersamaan dengan keglalan 



rasa langgung jawab, dan kemampuan perkumpulan pelani pemakai air sehingga 
dapal meningkalkan efisiensi, efektivilas, dan keberlanjulan sislem irigasL 

Pasal4 

Ayal (1) 

Tenmasuk air penmukaan yang diulamakan pendayagunaannya adalah air hujan 
yang jaluh pada penmukaan lanah 

Ayal (2) 

yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem Ingasi satu kesatuan 
pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam salu daerah irigasi yang 
mendapat pelayanan irigasi dan satu sistem irfgasi yang terdiri atas jaringan 
primer, janngan sekunder, dan jaringan lersier dilerapkan satu sislem 
perencanaan. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 

Ayal (3) 

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepenlingan" adalah, anlara lain, 
masyarakat petanl, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irlgasi. 

Pasal5 

Cukup jelas 

PasalB 

Cukup jelas 

Pasal? 

Cukup jelas 

PasalB 

Cukup jelas 

Pasalg 

Ayal (1) 

Cukup jelas 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Ayal (3) 

Cukup jelas 

Ayal (4) 

Yang dimaksud dengan "pengguna ianngan ingasi" adalah pemanfaal janngan 
Ingasi selain pelani yang mendapalkan hak guna air secara lersendiri.,
 

Ayal (5)
 

Tugas komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, 
huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigas; yang menjadi wewenang 
dan langgung jawab bupali, serta daerah ingasi yang lelah ditugaskan kepada 



pemerintah Icabupaten oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi. 

Ayal (6) 

Yang dimaksud dengan Forum Koordinasi Daerah lrigasi (FKDI) adalah sebaqal 
sarana konsullasi dan komunlkasl antara wakil per1<umpulan pelani pemakai air, 
wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam ranglca 
pengelolaan lrigasl yang jaringannya berfungsi multiguna pada sualu daerah 
irigasi. Pemerintah kabupaten sesuai dengan Icewenangannya memfasilitasi 
terselenggaranya forum koordinasidaerah irigasi. 

Pasal10 

Cukup [elas 

Pasal11 

Hunu! a 

Meskipun kewenangan pemerinlah desa hanya sebatas penlngKatan dan 
pengelolaan sislem irigasi, lidak lertutup kemungkinan pemerintah desa 
berprakarsa membangun jaringan irlgasi desa setelah mendapat persetujuan 
dan pernenntah kabupaten/kota. 

Huru! b 

Cukup jelas 

Huru! c 
CUKUp jelas 

Pasal12 

Hurufa 

Cukup jelas 

Huru! b 

Cukup jelas 

Huru! c 

Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air. Dalam hal 
per1<umpulan petanl pemakai air belum terbentuk, perselujuan diberikan oleh 
pemerinlah kabupaten berdasar1<an kesepakalan masyarakal pelani. 

Pasal13 

Ayal (1) 

Kerja sama yang dapat dtsepakati, anlara lain, dalam hal peneillian dan 
pengembangan ilmu pengelahuan dan leknologl bldang irigasi, serta 
pernbapqunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi 

Ayal (2) 

Penyerahan wewenang pemerintah kabupalen kepada pemerintah provmsi 
dalam kelentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 



tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 

Ayat (3) 

Wewenang yang Iidak diserahkan dalam ketentuan ini adaiah operasi dan 
pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, inveetlqaei. dan 
perencanaan detail tetap berada pada pemerintah kabupaten. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal14 

Cukup jelas 

Pasal15 

Oukup jelas 

Pasal16 

Ayat (1) 

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan "pembangunan, peningkatan, operasi, 
pemeliharaan, dan rehabilitasi" adalah juga kegiatan perencanaannya. 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Pasal17 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Nota kesepahaman paling sedikit memuat: 

•	 nncian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan; 
dan 

•	 bentuk partisipasi masyarakat petaniIP3NGP3A1IP3A dalarn pekeriaan 
pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder 
yang akan dilaksanakan. 

Kesep~kalan ke~a sama paling sedikil memuat : 

•	 rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraldor; dan 



•	 benluk partlslpasl masyarakal pelanI1P3A1GP3A1IP3A dalam pekerjaan 
pembangunan dan/alau peningkatan jalingan Irigasi plimer dan sekunder 
yang akan dilaksanakan. 

Pasal18 

CUkupjelas 

Pasal19 

Cukup jelas 

Pasal20 

Cukupjelas 

Pasal21 

Cukupjelas 

Pasal22 

Cukupjelas 

Pasal23 

Ayal (1) 

pemberdayaan perkurnpulan pelani pemakai air bertujuan unluk memper1<uat 
dan menlngkatkan kemandlrlan perkurnputan pelani pemakai air dalam keglalan 
pembangunan, peningkalan, operasi, 'pernellharaan, dan rehabilitasi jalingan 
irigasi. 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Pasal24 

Cukup jelas 

Pasal25 

Cukupjelas 

Pasal26 

Ayal (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Kemampuan kelembagaan dapat dllndlkaslkan anlara lain dari status hukum 
organlsasl, kemampuan manajerlal, keaktlfan penqurus, dan jumlah an9gola 
organisasl yang ak1lf. 

Kemanlpuan teknis dapal dilndlkasikan anlara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu 
(pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merala, jalingan lligasl 
lerpelihara dengan balk, dan menlngkatnya usaha lani. 



Kemampuan pembiayaan diindlkasikan antara lain dari kemampuan membiayai 
pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya. 

Pasal27 

Cukupjelas 

Pasal28 

Yang dimaksud dengan "masyarakal hukum adat" adalah masyarakat yang 
kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah 
selempat. 

Pasal29 

Ayat (1) 

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk rnemenuhi 
kebUlUhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar perlanian rakyat. 

Ayal (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

CUkupjelas 

Pasal30 

CUkupjelas 

Pasal31 

Ayal (1) 

Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan 
saat pemberian air yang dapat dipergunakan unluk menunjang pertanian. 

Ayal (2) 

Penyediaan air didasarkan atas perMungan debit andalan dengan 
kemungklnan lerpenuhi sebesar 80% (delapan puluh per seratus). Hal in; 
menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadi jarnlnan air tidak dapat 
dipenuhi. Oleh karena Itu pada keadaan lersebUl (kelersediaan air lemalas) 
Pemerinlah Kabupalen dapat menelapkan penyesuaian alokasi air bagi para 
pemegang hak guna air sesuai azas keadilan dan keseimbangan, selelah 
mendapal perselujuan P3A dan semua pihak lerkail. 

Ayal (3) • 

Cukupjelas 



Pasal32 

Ayal (1) 

Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama. Pemberian 
air lrigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan 
kuarter. 

Ayal (2) 

Tanaman diluar petak lersier yang telah ditetapkan adalah petak tersier yang 
suatu perioda masa lanam pada masa musim tanam tahun tersebut tidak 
mendapat air atas ketelapan Kornlsi lrigasl. Ketetapan Komis; Irigasl tersebut 
didasarkan alas ketersediaan air yang ditelapkan alas perhitungan debit 
andalan sebagaimana dl uraikan pada uraian pasal di alas. Maka dl lapangan 
akan ditemui kelersediaan air melebihi debit andalan yang dijadikan sebagai 
acuan pelaksanaan pada masa musim tanam tersebut. Sepanjang kelebihan 
ketersediaan tersebut dapal teljamin untuk satu perlode masa tanarn, maka 
yang berwenang dapat mengijlnkan penggunaan air tsrsebut. Kelebihan air 
tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti usaha budidaya 
perikanan, atau atau usaha lain yang syah. Penggunaan kelebihan ketersediaan 
air tersebut harus mendapat persetujuan P3A untuk mendapatkan ijin dari pihak 
yang berwenang. 

Ayal (3) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal33 

Cukup jelas 

Pasal34 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung 
dari sumber air permukaan", misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau 
yang digunakan langsung untuk mengairi lahan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal35 
,

Ayal(1) 

Termasuk dalam "jaringan irigasj primer dan sekunder" adalah jaringan irigasi 
air tanah berikut sumur dan instalasl pompanya atau bangunan utamanya dan 
jaringan distribusi pads" irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi 



curah. 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Ayal (3) 

Cukupjelas 

Ayat (4) 

BMluan kepada perkumpulan pelani pemakai air oleh pemerinlah kabupaten 
diberikan berdasarkan evaluasi alas permintaan perkumpulan pelani pemakai 
air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan bupatl sesuai dengan 
kewenangannya dan dengan letap memperhalikan prinsip kemandirian untuk 
menumbuhkembangkan kemampuan pelani dalam mengelola jaringan irigasi 
yang menjadi langgung jawabnya. 

Ayal (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketenluan ini adalah karena iaringan irigasi 
yang dibangun badan usaha, bedan sosial, atau perseorangan dihubungkan 
dengan jaringan irigasi yang sudan ada. 

Ayal (7) 

Cukup jeias 

Ayat (8) 

Cukup jelas 

Pasal36 A 

Ayal (1) 

Yang dimaksud dengan "peningkalan jaringan irigasi" dalam kelenluan ini 
mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air
 
tanah.
 

Peningkalan jaringan irigasi ditujukan unluk memperluas areal pelayanan.
 
meningkatkan kapasilas saluran atau meningkalkan sislem irigasi. anlara lain 
dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke 
teknis, dan dari sislem irigasi sederhana ke teknls, misalnya dengan cara 
penggantian pintu danpembuatan linning saluran. 

Peningkalan jaringan irigasl dapal dilaksanakan seeara parsial dan bertahap 
sesuai dengan kebutuhan. 

Ayat (2) 

Cukuplelas 

Ayal (3) 

• Cukup jelas 



Ayat(4) 

Cukupjelas 

Ayal (5)
 

Cukup jelas
 

Ayat (6)
 

Cukup jelas
 

Ayat (7)
 

Cukup jelas
 

Ayat (8)
 

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh 
peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak darl kegiatan lain, 
misalnya pembangunan jaringan pipa air rninurn, pembangunan jaringan pipa 
gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan lrigasi primer dan 
sekunder. 

Ayat (9) 

cukuo jelas 

Ayal (10) 

Cukup jelas 

Pasal37 

Cukup jelas 

Pasal38 

Cukup jelas 

Pasal39 

Cukup jelas 

Pasal40 

Cukup jelas 

Pasal41 

Cukupjelas 

Pasal42 A 

Ayat (1) 

Perencanaan pengelolaan aset Irigasi selain dimanfaatkan untuk pereneanaan 
kegiatall operasi jaringan irigasj, dapat juga dlmantaatkan untuk kepentingan 
pereneanaan lainnya, misalnya reneana untuk mengalir1<an air baku, memberi 
air untuk perikanan, dan rencana pemanfaa!an laban lainnya. 

Ayal (2) 



Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal43 

Cukup jelas 

PasalM 

Ayat (1) 

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil 
pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya eerta anahals 
perl<embangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana 
pengelolaan aset yang telah ditetapkan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Hasil evaluasj pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebaqai 
masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya. 

Pasal45 

Ayat (1) 

Pemutakhiran hasil lnventartsasi aset jrigasj berupa perubahan catatan aset 
jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi. 

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan 
nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai 
barang miliklkekayaan negara. 

Pemulakhiran hasil inventarisasi aset irigasl yang berupa pencatatan jaringan 
irigas] yang sudah tidak berlungsj dapat dilakukan berdasarkan usulan yang 
telah dlbahas dengan melibatkan pihak-pihak terl<ait dan dilengkapi kajian dan 
analisis yang rnenyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonornis dan sosia!. 
Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu 
dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi. 

Ayat (2) 

CUkupjelas 

Pasal46 Ayat (1) 

Pembi~yaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan 
biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi. 

Ayat (2) 



Banluan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari pemerinlah 
kabupalen perlu dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan 
ganda. 

Ayal (3) 

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup kemandirian 
dalam pembiayaan. kemampuan leknis, dan kelembagaan. 

Ayal (") 

Cukup jelas 

Pasal47 

Cukup ielas 

Pasal48 

Ayal (1) 

Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyala" adalah besaran biaya yang 
dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan 
rehabilitasi liap bangunan dan liap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi 
dan fungsi jaringan irigasi. 

Ayal (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal49 

Cukup jelas 

Pasal50 

Cukup jelas 

Pasal51 

CUkup jelas 

- Pasal52 

Ayat (1) 

Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu 
mengupayakan lersedianya daerah irigasi dengan luas minimal. 

Yang dimaksud dengan "Iuas minimal" adalah perbandingan anlara luas lahan 
pertanian beririgasi sebesar 1 (salu) heklar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua 
puluh lima) orang penduduk. Secara nasionai, skala ini dapal dilerapkan di 
Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya 
memungkinkan perbandingan tersebut dapat dilingkatkan. Namun, unluk daerah 
yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan. 



Ayal (2)
 

Cukup jelas
 

Ayal (3)
 

Cukup jelas
 

Pasal53 

Ayat(1) 

Dalam hal terjadl perubahan rencana lata ruang wilayah, diupayakan 
pengganlian lahan beririgasi di lokasl lain. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayal (3) 

,,- Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaluran kembali sistem irigasi yang 
berkaitan dengan aspek leknis dan administratif, misalnya tala letak saluran, 
dimensi saluran, pemulakhiran hasll inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan 
pembiayaannya. 

Ayal (4) 

Cukup jelas 

Pasal54 

Cukupjelas 

Pasal55 

Ayat (1) 

Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "bersifat konsultalif dan koordinatif adalah hUbungan 
yang bersifat setara. 

Pasal56 

Ayal (1) 

Pengendalian dan Pengawasan dalam ketenluan ini meliputi pengawasan 
terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sislem Irigas; yang dibangun oleh 
masyarakat. 
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Ayal (2) 

Cukup jelas
 

Ayat (3)
 

Cukup jelas
 

Pasal57 

Avat (1) 

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang 
disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, 
badan sosial, dan perseorangan. 

Ayal (2) 

Cukup jelas .
 

Pasal58
 
/ 

Cukup jelas
 

Pasal59
 

Cukup jelas
 

Pasal60
 

Cukup jelas
 

Pasal61
 

Cukup jelas
 

Pasal62
 

Cukup jelas
 

Pa,a163
 

Cukup jelas
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